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ABSTRAK 
 

Pajak merupakan pemasukan terbesar di Indonesia, dibutuhkan pengawasan 
oleh pemerintah dalam menangani pemasukan perpajakan. Pengawasan yang dilakukan 
berkaitan dengan pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan perpajakan di 
Indonesia terdiri atas official assessment, self assessment, dan withholding system. Self 

assessment dan withholding system menuntut keaktifan Wajib Pajak dalam melakukan 
kewajiban pemungutan dan pemotongan pajak yang meliputi perhitungan, penyetoran, dan 
pelaporan pajak. Dengan demikian setiap Wajib Pajak dituntut untuk mendalami peraturan 
perpajakan. PT XYZ yang merupakan perusahaan jasa konstruksi,  telah dikukuhkan sebagai 
PKP sejak tahun 1983 sehingga perusahaan sudah melakukan kewajiban perpajakannya. 
Pada penelitian ini, penulis akan melakukan review pajak untuk menilai kepatuhan PT XYZ 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di tahun 2016. Tax review yang dilakukan 
meliputi PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28 atau 29, dan PPN.  

Dalam melakukan tax review, penulis melakukan peninjauan ulang 
perhitungan pajak terutang, kewajiban penyetoran pajak, dan kewajiban pelaporan pajak. 
Penulis membandingkan kewajiban perpajakan PT XYZ dengan Undang-Undang perpajakan 
terbaru. Kemudian penulis melakukan penilaian atas kewajiban perpajakan yang telah 
dilaksankan oleh perusahaan. Apabila hasil dari review sesuai dengan Undang-Undang 
perpajakan maka perusahaan dikatakan patuh, apabila hasil review nya tidak sesuai dengan 
Undang-Undang perpajakan maka PT XYZ dikatakan tidak patuh dan akan menanggung 
sanksi perpajakan.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran 
mengenai objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan dan kemudian membuat 
kesimpulan atas penelitian tersebut. Data yang digunakan oleh penulis adalah data primer 
yang diperoleh langsung dari perusahaan dan data sekunder yang harus diolah terlebih 
dahulu oleh penulis. Objek penelitian yang diteliti adalah tax review atas PPh Pasal 4 ayat 2, 
PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29 dan PPN.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, PT XYZ telah melaksanakan kewajiban 
perpajakannya dengan cukup baik. Hasil review PPh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 23 menyatakan 
bahwa PT XYZ telah melakukan perhitungan pemotongan PPh tahun 2016 sesuai dengan 
Undang-Undang perpajakan. Namun perusahaan terlambat dalam melakukan pemotongan 
dan pelaporan SPT. Sehingga penulis melakukan perhitungan sanksi atas keterlambatan 
penyetoran dan pelaporan. Pada review PPN, perusahaan selalu lebih bayar sehingga tidak 
melakukan pembayaran atas PPN Kurang Bayar. PT XYZ juga sudah melakukan pelaporan 
PPN walau terdapat keterlambatan. Dalam review PPh Pasal 29, perusahaan sudah tepat 
dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiab perpajakan.  Selain itu, 
PT XYZ juga perlu memperhatikan tanggal batas setor pajak sehingga dapat terhindar dari 
sanksi perpajakan. Penulis berharap PT XYZ juga membayar sanksi perpajakan yang 
ditanggung perusahaan.  

 
 
 

Kata Kunci : Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Tax Review 

  



ABSTRACT 
 

Tax is the largest income in Indonesia. Government control require to manage the 

tax income. The tax control is related to tax collection in Indonesia. Tax collecting system in 

Indonesia are consists of official assessment, self-assessment, and withholding system. Self-

assessment and withholding system request to Taxpayer activity in collection liability and 

tax credit which includes tax calculation, payment, and reporting. Therefore, every Taxpayer 

must to comprehend tax regulation. PT XYZ is a construction service company, confirmed as 

Taxable Enterprise since 1983. Subsequently, PT XYZ company has perform their tax 

liability. The author study in tax review to evaluate PT XYZ compliance in following the tax 

liability in 2016. Tax review study are Article 4 (2), 23, 25, 28 or 29 of Income Tax and 

Value Added Tax. 

During tax review, the author reviewed the calculation of tax due, tax payment 

liability, and tax report liability. The author compare PT XYZ tax liability with early Tax 

Law. Afterwards, the author assesses the company tax liability. If the review appropriate 

with Tax Law then categorize as comply company. If the review result is not appropriate 

with Tax Law then PT XYZ is categorize as not comply to fulfill the tax liability and will run 

the risk of tax sanction. 

The method of the study is descriptive method. Aim of descriptive method is to 

describe or presents illustration regarding on the research object from the data collection 

and draw a research conclusion. Primary data in this study gathered directly from the 

company and secondary data must processed by the author. Research object is tax review on 

Article 4 (2), 23, 25, 28 or 29 of Income Tax and Value Added Tax. 

According to the result of this study, during the process of tax liability, PT XYZ did 

not perform tax liability appropriately. Review result on Article 4 (2) and 23 of Income Tax 

stated that PT XYZ has tax credit calculation of Income Tax in 2016 as appropriate to Tax 

Law. However, the company is late to execute credit and reporting the Tax Return. 

Consequently, the author calculates the sanction of payment and reporting delays. PT XYZ 

has performed tax liability on article 25 and 29. According to this study, the author expects 

for future of PT XYZ to consider about the payment and reporting date. PT XYZ recommends 

to immediately report their liability upon the tax sanction. 

 

 

Keywords: Tax, Income Tax, Value Added Tax, Tax Review 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejak awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai saat ini, 

beliau berkomitmen untuk membangun infrasturktur di Indonesia. Pembangunan 

infrastruktur yang dilakukan merupakan wujud dari pembangunan nasional dalam 

menyejahterakan rakyat Indonesia.1 Inftrastruktur yang dipersiapkan antara lain jalan 

tol, jembatan, jalur kereta api, tol laut, MRT (Mass Rapid Transit), LRT (Light Rail 

Train), commuter line, pelabuhan, dan bandara. Dalam mewujudkan pembangunan 

infrastruktur ini, dibutuhkan sejumlah dana yang cukup besar untuk mendanai 

pembangunan yang akan atau sedang berlangsung.    

 Indonesia memiliki dua sumber penerimaan yaitu berasal dari dalam 

negeri dan berasal dari hibah. Penerimaan Dalam Negeri dibagi menjadi penerimaan 

yang berasal dari pajak dan penerimaan yang bukan berasal dari pajak. Menurut data 

Kementrian Keuangan, dalam “Realisasi APBN TA 2016 per 30 November 2016 (I-

Account)”, 30 November 2016, Pajak menyumbang 83% dari total Penerimaan 

Dalam Negeri dan 17% sisanya berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan 

Pajak). Per 30 November 2016, penerimaan pajak sudah terealisasi sebesar 71,1% 

dari APBNP.2 Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pajak merupakan sumber 

pendapatan terbesar di negara Indonesia. Fakta bahwa Pajak merupakan pemasukan 

terbesar di Indonesia, dibutuhkan pengawasan oleh pemerintah dalam menangani 

pemasukkan perpajakan. Pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan pemungutan 

pajak di Indonesia.  

 Pada pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, 

Wajib Pajak menggunakan sistem self assessment. Sistem pemungutan ini 

mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri pajak 

                                                 
1“Ini Infrastruktur yang Dibangun Selama Dua Tahun Jokowi-JK”. Harian Kompas. Sabtu 
18 Maret 2017.  
http://nasional.kompas.com/read/2016/08/16/14453101/ini.infrastruktur.yang.dibangun.sela
ma.dua.tahun.jokowi-jk. Diakses pada 18 Maret 2017. 
2 “Realisasi APBN TA 2016 per 30 November 2016 (I-Account)”. Kementrian Keuangan 
Republik Indonesia.  http://www.kemenkeu.go.id/Data/realisasi-apbn-ta-2016-30-november-
2016-i-account .  
 

http://nasional.kompas.com/read/2016/08/16/14453101/ini.infrastruktur.yang.dibangun.selama.dua.tahun.jokowi-jk
http://nasional.kompas.com/read/2016/08/16/14453101/ini.infrastruktur.yang.dibangun.selama.dua.tahun.jokowi-jk
http://www.kemenkeu.go.id/Data/realisasi-apbn-ta-2016-30-november-2016-i-account
http://www.kemenkeu.go.id/Data/realisasi-apbn-ta-2016-30-november-2016-i-account


2 

 

yang terutang pada periode tertentu. Perhitungan pajak terutang memiliki resiko 

kesalahan yang cukup tinggi, dengan demikian dibutuhkan Pemeriksaan Pajak oleh 

petugas pajak/fiskus. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memeriksa pemenuhan 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak, meliputi kebenaran dari perhitungan pajak yang 

terutang, tanggal penyetoran pajak, tanggal pelaporan pajak, dan kelengkapan 

dokumen yang berkaitan dengan kewajiban pajak Wajib Pajak.  

Sebelum dilakukan Pemeriksaan Pajak oleh fiskus, ada baiknya Wajib 

Pajak melakukan review atas kewajiban pajak perusahaan. Tax review biasanya 

dilakukan oleh pihak ketiga maupun bagian internal Wajib Pajak Badan. Tujuan tax 

review adalah mempersiapkan Wajib Pajak sebelum dilakukannya Pemeriksaan 

Pajak oleh fiskus. Selain itu, bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan 

sanksi perpajakan yang mungkin terjadi serta menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai penilaian kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakaannya melalui tax review. Pada penelitian ini, penulis melakukan tax 

review pada perusahaan penyedia jasa konstruksi yaitu PT XYZ atas Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29 

atau yang biasa disebut PPh Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

   

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti 

merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian :  

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan PT XYZ atas PPh Pasal 4 ayat 2, 

PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29 dan PPN berdasarkan review 

yang telah dilakukan? 

2. Permasalahan pajak apa yang terjadi pada PT XYZ berdasarkan review yang telah 

dilakukan atas PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh PPh Pasal 25, PPh Pasal 

28A atau 29 dan PPN? 

3. Apakah wajib pajak sudah patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya atas 

PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29  dan 

PPN berdasarkan review yang telah dilakukan?  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, berikut ini 

adalah tujuan pembuatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :  

1. Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan  PT XYZ atas PPh Pasal 4 

ayat 2, PPh Pasal 23, PPh PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29  dan PPN sebagai 

wajib pajak badan berdasarkan review yang telah dilakukan. 

2. Untuk mengetahui permasalahan pajak yang terjadi pada PT. XYZ berdasarkan 

review yang telah dilakukan atas PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh PPh Pasal 

25, PPh Pasal 28A atau 29  dan PPN. 

3. Untuk menilai kepatuhan PT XYZ dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas 

PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29  dan 

PPN berdasarkan review yang telah dilakukan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian tax review atas Pajak Penghasilan dan 

Pajak Pertambahan Nilai untuk untuk menilai  pemenuhan kewajiban perpajakan PT 

XYZ, penulis berharap akan memberikan manfaat kepada pihak sebagai berikut :  

1. Untuk Peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat mendalami pengetahuan peneliti di bidang 

perpajakan khususnya mengenai PPh dan PPN pada salah satu perusahaan 

kontraktor minyak dan gas bumi milik Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, 

peneliti dapat mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diterima penulis di 

masa perkuliahan.  

2. Untuk Perusahaan  

Diharapkan penelitian ini dapat memembatu perusahaan dalam menilai 

pelaksanaan kewajiban perpajakannya, terutama mengenai Pajak Penghasilan dan 

Pajak Pertambahan Nilai perusahaan. Diharapkan pula, penelitian ini menjadi 

bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan 

perusahaan.  

3. Untuk Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan di bidang perpajakan 

kepada para pembaca, termasuk Subjek Pajak, mengenai Pajak Penghasilan dan 
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Pajak Pertambahan Nilai oleh Wajib Pajak Badan. Diharapkan pula penelitian ini 

dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian 

dengan topik yang sejenis.  

  

1.5. Kerangka Pemikiran  

 Terdapat tiga cara yang digunakan Indonesia dalam menentukan pajak 

terutang yaitu dengan sistem official assessment, sistem self assessment, dan sistem 

withholding tax. Sejak perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan pada 

tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem Self Assessment yang 

menggantikan sistem Official Assessment. Pada sistem Official Assessment, sistem 

pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) 

untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Resiko terjadinya kesalahan 

perhitungan pajak terutang sangat kecil, karena perhitungan dilakukan oleh 

fiskus/perugas pajak.   

Pada sistem self assessment dan withholdoing system memberikan 

kepercayaan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga untuk melakukan 

pemungutan/pemotongan pajak. Oleh karena itu, pada sistem self assessment Wajib 

Pajak dituntut untuk mendalami peraturan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak 

dapat menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif Pajak dengan tepat. 

Selain perhitungan pajak terutang, Wajib Pajak dituntut untuk mengetahui tanggal 

batas penyetoran dan pelaporan pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat 

melakukan penyetoran dan pelaporan pajak dengan tepat waktu.  

 Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan sistem 

self assessment dan withholding, dibutuhkan adanya pemeriksaan oleh pihak 

pemerintah, dalam hal ini adalah pihak DJP. Pada Peraturan Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 2, Direktorat Jenderal Pajak 

berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan. Pemeriksaan 

pajak yang dilakukan oleh DJP dikenal dengan tax audit.  

 Sedangkan Tax review adalah peninjauan ulang pajak-pajak yang 

terjadi di perusahaan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan atau pihak lain 
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diluar perusahaan yang disewa jasanya untuk memeriksa pemenuhan kewajiban 

pajak perusahaan. Tax review sangat baik apabila dilakukan sebelum Pemeriksaan 

Pajak oleh fiskus. Sebelum melakukan tax review, reviewer harus memahami 

peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan, seperti UU KUP (Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), UU PPh (Pajak Penghasilan), 

UU PPN (Pertambahan Nilai), beserta peraturan lain sebagai pelengkapmya seperti 

PP (Peraturan Pemerintah) dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) terbaru. 

Peraturan-peraturan tersebut nantinya akan dibandingkan kesesuaiannya dengan 

pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. Tax review biasa dilakukan pada setiap aspek 

perpajakan di perusahaan, namun pada penelitian ini penulis melakukan review 

perpajakan di PT XYZ hanya pada beberapa aspek perpajakan saja yaitu, PPh Pasal 4 

ayat 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau 29 dan PPN.  

Perusahaan sebagai Wajib Pajak melakukan tax review untuk menilai 

kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

peraturan perpajakan. Selain itu, dengan adanya tax review perusahaan dapat 

meniadakan atau mengurangi sanksi administrasi perpajakan, memperlancar 

penyusunan SPT Pajak untuk tahun berjakan dan melakukan pembetulan atas SPT 

Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, tujuan penulis melakukan 

tax review pada PT XYZ adalah untuk mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan 

atas PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 23 dan PPN. Setelah mengetahui pemenuhannya 

kewajiban perpajakannya, penulis ingin mengangkat permasalahan yang terdapat 

pada PT XYZ. Setelah melakukan analisis atas permasalahan pajak yang terjadi pada 

PT XYZ, penulis melakukan penilaian terhadap kepatuhan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan Wajib 

Pajak Patuh sebagaimana ditulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia nomor PMK No.74/PMK.03/2012. Terdapat empat syarat yaitu, Wajib 

Pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT, Wajib Pajak tidak mempunyai 

tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan telah diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik (KAP) atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah 

dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan tidak pernah dipidana karena 
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melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum.  

Pajak mengandung unsur pemaksaan apabila ditinjau dari definisi 

pajak menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. Unsur memaksa artinya jika kewajiban pajak tidak 

dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi berupa sanksi 

perpajakan. Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak 

melanggar aturan perpajakan. Terdapat dua macam sanksi perpajakan yaitu sanksi 

administrasi dan sanski pidana. Sanksi administrasi terdiri dari denda, bunga dan 

kenaikan.  Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan 

pidana penjara.  



7 

 

Gambar 1. 1 

Bagan Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Aspek Pajak yang akan dibahas penulis 
 
Sumber : Berbagai sumber yang diolah oleh penulis 
 

Perhitungan Penyetoran Pelaporan  

Melakukan tax review atas PPh Pasal 4(2),  
PPh Pasal 23, PPh Badan dan PPN 

1. Mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan atas 
PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 23, PPh Badan dan PPN  

2. Mengetahui permasalahan pajak yang terjadi pada PT. 
XYZ berdasarkan review yang telah dilakukan atas 
PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 23, PPh Badan dan PPN 

3. Menilai kepatuhan PT XYZ dalam memenuhi 
kepatuhan kewajiban perpajakan atas PPh Pasal 4(2), 
PPh Pasal 23, PPh Badan dan PPN 
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Official Assessment System Self Assessment System Withholding System 
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dan Orang 
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PPh Pasal 15 
PPh Pasal 21 
PPh Pasal 22 
PPh Pasal 23* 
PPh Pasal 24 
PPh Pasal 26 
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